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Lampiran 1 Draf Pertanyaan Wawancara 

Informan 1: Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng 

1. Bagaimana implementasi sistem prosedural klaim Jaminan Kematian 

(JKM) yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng? 

2. Apakah pelaksanaan prosedur klaim JKM telah berjalan sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan? 

3. Bagaimana peran sistem prosedural klaim JKM dalam mendukung 

efektivitas pengendalian internal di cabang ini? 

4. Bagaimana kebijakan pimpinan dalam memastikan sistem prosedural klaim 

JKM berjalan secara konsisten dan terkontrol? 

5. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap implementasi prosedur klaim 

JKM? 

6. Apakah terdapat risiko dalam pelaksanaan prosedur klaim JKM dan 

bagaimana sistem pengendalian internal mengantisipasi risiko tersebut? 

7. Bagaimana koordinasi antarbagian dalam mendukung pelaksanaan sistem 

prosedural klaim JKM? 

8. Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas sistem prosedural klaim JKM 

dalam menunjang transparansi dan akuntabilitas? 

Informan 2: Pegawai Penata Pengendalian Operasional (Bagian Keuangan) 

1. Bagaimana implementasi prosedur pencairan dana klaim JKM dari sisi 

bagian keuangan? 

2. Bagaimana sistem verifikasi dan otorisasi diterapkan dalam proses 

pembayaran klaim JKM? 

3. Bagaimana pemisahan fungsi (segregation of duties) diterapkan dalam 

sistem prosedural klaim JKM? 

4. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan klaim JKM mendukung 

pengendalian internal? 

5. Risiko apa saja yang berpotensi muncul dalam proses pembayaran klaim 

dan bagaimana prosedur pengendaliannya? 

6. Bagaimana sistem dokumentasi dan arsip klaim JKM diterapkan sebagai 

bagian dari pengendalian internal? 
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7. Bagaimana proses monitoring atau audit internal terhadap pelaksanaan 

prosedur klaim JKM? 

8. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana sistem prosedural klaim JKM efektif 

dalam mencegah kesalahan dan potensi kecurangan? 

Informan 3: Pegawai Bidang Pelayanan (Penanganan Klaim) 

1. Bagaimana implementasi sistem prosedural klaim JKM sejak tahap 

pengajuan hingga penyelesaian klaim? 

2. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan verifikasi dokumen dalam sistem 

prosedural klaim JKM? 

3. Apakah seluruh tahapan pelayanan klaim telah dilaksanakan sesuai dengan 

SOP yang berlaku? 

4. Bagaimana sistem prosedural klaim JKM membantu memastikan ketepatan 

dan keabsahan data klaim? 

5. Bagaimana koordinasi antara bagian pelayanan dan keuangan dalam sistem 

klaim JKM? 

6. Apakah terdapat kendala dalam implementasi prosedur klaim JKM dan 

bagaimana dampaknya terhadap pengendalian internal? 

7. Bagaimana sistem prosedural klaim JKM membantu meminimalkan risiko 

kesalahan administrasi? 

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem prosedural klaim JKM saat ini sudah 

mendukung terciptanya pengendalian internal yang efektif? Mohon 

penjelasannya. 
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Lampiran 2 Hasil Wawancara 

Informan 1 : 

Identitas Responden : 

1. Pertanyaan: Bagaimana implementasi sistem prosedural klaim Jaminan 

Kematian (JKM) yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Buleleng? 

Jawaban Informan: Implementasi sistem prosedural klaim Jaminan 

Kematian (JKM) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng dilaksanakan 

berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh 

kantor pusat. Proses klaim dimulai dari pengajuan oleh ahli waris, 

dilanjutkan dengan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen oleh 

petugas pelayanan. Setelah dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, berkas 

diteruskan ke bagian keuangan untuk proses otorisasi dan pencairan dana. 

Seluruh tahapan tersebut dilakukan melalui sistem aplikasi internal yang 

terintegrasi sehingga proses berjalan sistematis dan terdokumentasi dengan 

baik. 

2. Pertanyaan: Bagaimana kesesuaian pelaksanaan prosedur klaim JKM 

dengan SOP dan ketentuan yang berlaku? 

Jawaban Informan: Pelaksanaan prosedur klaim JKM pada dasarnya telah 

berjalan sesuai dengan SOP dan regulasi yang berlaku. Setiap tahapan 

memiliki standar waktu penyelesaian serta pedoman teknis yang menjadi 

acuan pegawai. Dengan adanya ketentuan tersebut, pelaksanaan prosedur 

dapat berjalan secara konsisten dan terstandarisasi sehingga meminimalkan 

potensi penyimpangan. 

3. Pertanyaan: Bagaimana peran pimpinan dalam memastikan sistem 

prosedural klaim JKM berjalan sesuai prinsip pengendalian internal? 

Jawaban Informan: Pimpinan berperan dalam memastikan adanya 

pemisahan fungsi yang jelas, pemberian otorisasi sesuai kewenangan, serta 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai. Selain itu, dilakukan 

monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan setiap tahapan 

proses klaim sesuai dengan prinsip pengendalian internal, seperti adanya 

verifikasi, dokumentasi, dan akuntabilitas yang memadai. 
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4. Pertanyaan: Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan 

prosedur klaim JKM? 

Jawaban Informan: Mekanisme pengawasan dilakukan melalui supervisi 

langsung oleh kepala bidang terkait serta melalui sistem monitoring dalam 

aplikasi internal. Selain itu, terdapat evaluasi rutin dan audit internal baik 

dari kantor wilayah maupun kantor pusat untuk memastikan kepatuhan 

terhadap prosedur serta efektivitas pengendalian internal. 

5. Pertanyaan: Bagaimana sistem prosedural klaim JKM mendukung 

transparansi dan akuntabilitas? 

Jawaban Informan: Sistem prosedural klaim JKM mendukung transparansi 

melalui pencatatan setiap tahapan proses secara digital dan terintegrasi. 

Seluruh data dan dokumen tersimpan dalam sistem sehingga dapat ditelusuri 

kembali apabila diperlukan. Hal ini meningkatkan akuntabilitas karena 

setiap tindakan dan keputusan memiliki jejak administrasi yang jelas dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

6. Pertanyaan: Risiko apa saja yang berpotensi muncul dalam implementasi 

prosedur klaim JKM dan bagaimana pengendaliannya? 

Jawaban Informan: Risiko yang berpotensi muncul antara lain 

ketidaksesuaian dokumen, kesalahan input data, serta keterlambatan proses 

administrasi. Untuk mengendalikan risiko tersebut, diterapkan verifikasi 

berlapis, validasi data melalui sistem aplikasi, serta mekanisme otorisasi 

oleh pejabat yang berwenang sebelum pencairan dana dilakukan. 

7. Pertanyaan: Bagaimana koordinasi antarbagian dalam mendukung 

implementasi sistem prosedural klaim JKM? 

Jawaban Informan: Koordinasi antarbagian dilakukan sesuai alur kerja yang 

telah ditetapkan dalam SOP. Bagian pelayanan dan bagian keuangan 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Komunikasi 

dilakukan secara langsung maupun melalui sistem internal untuk 

memastikan klaim diproses dan dibayarkan tepat waktu sesuai ketentuan. 

8. Pertanyaan: Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana sistem prosedural klaim JKM 

telah mendukung efektivitas pengendalian internal? 
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Jawaban Informan: Secara keseluruhan, sistem prosedural klaim JKM yang 

diterapkan telah cukup efektif dalam mendukung pengendalian internal. Hal 

ini terlihat dari adanya pemisahan fungsi, sistem dokumentasi yang 

terintegrasi, serta pengawasan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, 

evaluasi dan penyempurnaan tetap dilakukan guna meningkatkan kualitas 

pelayanan dan meminimalkan potensi risiko di masa mendatang. 

Informan 2 : 

1. Pertanyaan: Bagaimana implementasi prosedur pencairan dana klaim 

Jaminan Kematian (JKM) dari sisi bagian keuangan? 

Jawaban Informan: Dari sisi bagian keuangan, implementasi prosedur 

pencairan dana klaim JKM dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap dan 

valid oleh bagian pelayanan. Bagian keuangan melakukan pemeriksaan 

kembali terhadap dokumen pendukung serta memastikan adanya otorisasi 

dari pejabat yang berwenang. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, proses 

pencairan dilakukan melalui sistem pembayaran yang telah terintegrasi 

dengan sistem internal BPJS Ketenagakerjaan sehingga pelaksanaannya 

berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Pertanyaan: Bagaimana sistem verifikasi dan otorisasi diterapkan dalam 

proses pembayaran klaim JKM? 

Jawaban Informan: Sistem verifikasi dilakukan secara berlapis, dimulai dari 

pemeriksaan kelengkapan dokumen hingga validasi data pada sistem 

aplikasi internal. Otorisasi pembayaran hanya dapat dilakukan oleh pejabat 

yang memiliki kewenangan sesuai struktur organisasi. Mekanisme ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembayaran klaim telah melalui 

prosedur yang sah dan sesuai dengan prinsip pengendalian internal. 

3. Pertanyaan: Bagaimana penerapan pemisahan fungsi dalam sistem 

prosedural klaim JKM di bagian keuangan? 

Jawaban Informan: Pemisahan fungsi diterapkan secara jelas antara pihak 

yang melakukan verifikasi, pihak yang memberikan otorisasi, dan pihak 

yang melakukan proses pembayaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari 

terjadinya benturan kepentingan serta meminimalkan potensi kesalahan 

maupun kecurangan dalam proses pencairan dana klaim. 
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4. Pertanyaan: Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan klaim JKM 

mendukung pengendalian internal? 

Jawaban Informan: Sistem pencatatan dilakukan secara elektronik melalui 

aplikasi internal yang terintegrasi. Setiap transaksi pembayaran klaim 

tercatat secara otomatis dan dapat dilacak kembali apabila diperlukan. 

Selain itu, laporan keuangan terkait klaim disusun secara berkala sebagai 

bentuk pertanggungjawaban dan sarana monitoring manajemen dalam 

memastikan efektivitas pengendalian internal. 

5. Pertanyaan: Risiko apa saja yang berpotensi muncul dalam proses 

pembayaran klaim dan bagaimana upaya pengendaliannya? 

Jawaban Informan: Risiko yang mungkin terjadi antara lain kesalahan 

transfer, kesalahan input data nominal, maupun potensi duplikasi 

pembayaran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diterapkan validasi sistem, 

pengecekan ulang data sebelum proses pembayaran, serta rekonsiliasi 

berkala antara data klaim dan laporan keuangan. 

6. Pertanyaan: Bagaimana sistem dokumentasi dan pengarsipan klaim JKM 

diterapkan di bagian keuangan? 

Jawaban Informan: Sistem dokumentasi dilakukan secara digital dan fisik. 

Dokumen pendukung disimpan sesuai ketentuan arsip yang berlaku, 

sementara data transaksi tersimpan dalam sistem aplikasi. Pengarsipan yang 

baik bertujuan untuk memudahkan proses audit serta memastikan 

tersedianya bukti pertanggungjawaban atas setiap pembayaran klaim. 

7. Pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan monitoring atau audit terhadap proses 

klaim JKM di bagian keuangan? 

Jawaban Informan: Monitoring dilakukan melalui evaluasi rutin oleh atasan 

langsung serta melalui audit internal dari kantor wilayah maupun kantor 

pusat. Audit tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap 

prosedur, menilai efektivitas pengendalian internal, serta mengidentifikasi 

potensi perbaikan dalam sistem yang berjalan. 

8. Pertanyaan: Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana sistem prosedural klaim JKM 

efektif dalam mendukung pengendalian internal di bagian keuangan? 
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Jawaban Informan: Sistem prosedural yang diterapkan dinilai telah cukup 

efektif dalam mendukung pengendalian internal, terutama karena adanya 

pemisahan fungsi, otorisasi berjenjang, serta pencatatan transaksi yang 

terintegrasi. Mekanisme tersebut mampu meminimalkan risiko kesalahan 

dan meningkatkan akuntabilitas dalam proses pembayaran klaim JKM. 

Namun demikian, evaluasi tetap dilakukan secara berkala untuk menjaga 

kualitas dan keandalan sistem. 

Informan 3 : 

Identitas Responden : 

1. Pertanyaan: Bagaimana implementasi sistem prosedural klaim Jaminan 

Kematian (JKM) sejak tahap pengajuan hingga penyelesaian klaim? 

Jawaban Informan: Implementasi sistem prosedural klaim JKM dimulai dari 

penerimaan pengajuan klaim oleh ahli waris di bagian pelayanan. Petugas 

melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dokumen sesuai 

persyaratan yang ditetapkan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, 

dilakukan verifikasi keabsahan data melalui sistem aplikasi internal. 

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, berkas diteruskan ke bagian 

keuangan untuk proses pencairan dana. Seluruh tahapan tersebut 

dilaksanakan sesuai SOP dan terdokumentasi dalam sistem. 

2. Pertanyaan: Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan verifikasi dokumen 

dalam sistem prosedural klaim JKM? 

Jawaban Informan: Pemeriksaan dokumen dilakukan secara administratif 

dan sistematis, meliputi pengecekan identitas peserta, status kepesertaan, 

serta kelengkapan dokumen ahli waris. Verifikasi dilakukan melalui sistem 

aplikasi yang terintegrasi untuk memastikan data sesuai dengan database 

kepesertaan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, petugas akan 

menginformasikan kepada pihak pemohon untuk dilakukan perbaikan atau 

pelengkapan dokumen. 

3. Pertanyaan: Apakah seluruh tahapan pelayanan klaim telah dilaksanakan 

sesuai dengan SOP yang berlaku? 

Jawaban Informan: Pada umumnya, seluruh tahapan pelayanan klaim telah 

dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Setiap petugas telah 
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memahami alur kerja yang telah ditetapkan, termasuk batas waktu 

penyelesaian klaim. Kepatuhan terhadap SOP menjadi bagian penting 

dalam menjaga kualitas pelayanan dan mendukung pengendalian internal. 

4. Pertanyaan: Bagaimana sistem prosedural klaim JKM membantu 

memastikan ketepatan dan keabsahan data klaim? 

Jawaban Informan: Sistem prosedural yang berbasis aplikasi membantu 

memastikan ketepatan data melalui proses validasi otomatis dan 

pencocokan dengan database kepesertaan. Selain itu, adanya verifikasi 

berlapis oleh petugas pelayanan dan pejabat berwenang turut memperkuat 

keabsahan data sebelum klaim diproses lebih lanjut. 

5. Pertanyaan: Bagaimana koordinasi antara bagian pelayanan dan bagian 

keuangan dalam sistem klaim JKM? 

Jawaban Informan: Koordinasi dilakukan melalui alur sistem yang telah 

terintegrasi. Setelah proses verifikasi selesai di bagian pelayanan, berkas 

secara sistem diteruskan ke bagian keuangan untuk proses pencairan. Selain 

itu, komunikasi langsung juga dilakukan apabila terdapat hal-hal yang 

memerlukan klarifikasi agar proses klaim dapat diselesaikan tepat waktu. 

6. Pertanyaan: Apakah terdapat kendala dalam implementasi prosedur klaim 

JKM dan bagaimana dampaknya terhadap pengendalian internal? 

Jawaban Informan: Kendala yang terkadang muncul antara lain 

ketidaklengkapan dokumen dari pemohon atau keterlambatan dalam 

pelengkapan persyaratan. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi 

melalui komunikasi yang baik dengan ahli waris serta penerapan prosedur 

verifikasi yang konsisten. Secara umum, kendala tersebut tidak 

mengganggu sistem pengendalian internal karena telah diantisipasi melalui 

mekanisme pemeriksaan berlapis. 

7. Pertanyaan: Bagaimana sistem prosedural klaim JKM membantu 

meminimalkan risiko kesalahan administrasi? 

Jawaban Informan: Sistem prosedural membantu meminimalkan kesalahan 

administrasi melalui adanya checklist persyaratan, validasi data dalam 

sistem, serta pengawasan oleh atasan langsung. Setiap tahapan memiliki 



77 

 

 

dokumentasi yang jelas sehingga memudahkan penelusuran apabila terjadi 

kesalahan. 

8. Pertanyaan: Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem prosedural klaim JKM saat 

ini telah mendukung terciptanya pengendalian internal yang efektif? 

Jawaban Informan: Menurut kami, sistem prosedural klaim JKM yang 

diterapkan saat ini telah mendukung pengendalian internal yang efektif, 

terutama karena adanya standar kerja yang jelas, pemisahan tugas, serta 

penggunaan sistem terintegrasi. Mekanisme tersebut membantu 

memastikan klaim diproses secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan 

yang berlaku. Namun demikian, peningkatan kompetensi petugas dan 

pembaruan sistem tetap diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan. 
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Lampiran 3 Data Pendukung Klaim yang Sudah Cair 
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Lampiran 4 Berkas Klaim Ditolak 
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Lampiran 5 kepesertaan 

 

 
10 hari kepesertaan 

 
Kepesertaan dibawah 1 bulan 

 

 
Daftar kepesertaan saat sakit 
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Lampiran  6 Dokumentasi bersama Kepala Cabang 
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Lampiran 7 Dokumentasi bersama penata pengendalian operasional 
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Lampiran 8 Dokumentasi bersama bidang pelayanan 
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